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P U T U S A N 

Nomor  220/ Pdt.G/2020/PA.Tas 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 
Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu 

pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan 

putusan perkara cerai talak antara: 

Pemohon, tangal lahir, 24 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan SMA, 

pekerjaan karyawan Elektronik, bertempat tinggal di 

Kabupaten Seluma, sebagai Pemohon; 

Melawan 

Termohon, tanggal lahir, 19 April 1998, agama Islam, pendidikan SMA, 

pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di 

Kabupaten Seluma, sebagai Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas  perkara; 

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;  

Telah memeriksa alat–alat bukti  yang diajukan di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal                       

12 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Tais dalam Register Perkara Nomor 220/Pdt.G/2020/PA.Tas tanggal 12 

Oktober 2020 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah 

pada hari Jum’at, tanggal 12 Juni 2015, sebagaimana tercantum dalam 

Kutipan Akta Nikah Nomor : NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan 

Agama Sumatera Utara, tanggal 15 Juni 2015; 

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul 

sebagai suami istri dan telah memiliki 1 ( satu ) orang anak,sekarang anak 

tersebut ikut dengan Termohon; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga 

di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Seluma, sampai akhirnya 

berpisah; 

4. Bahwa, keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada 

mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, kemudian sejak 

awal bulan April 2017 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang 

sulit didamaikan; 

5. Bahwa, penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun 

dan harmonis disebabkan karena : 

a. Termohon keras kepala dan susah di atur; 

b. Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon; 

c. Termohon sering memukul Pemohon; 

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan 

Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, selama 

berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, antara 

Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 2 tahun 5 

bulan; 

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan 

Termohon namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Pemohon 

tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon; 

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon merasa tidak 

mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan 

terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan 

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang 

memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan 

putusan sebagai berikut : 

PRIMER : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon 

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’I terhadap 

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tais; 

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Subsider : 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, 

Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan 

Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh  orang lain 

sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak 

datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun  berdasarkan 

relaas panggilan Termohon yang dibacakan di persidangan, Termohon telah 

dipanggil secara resmi dan patut;  

  Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan 

dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon 

agar bersabar  dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan 

Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan  usaha damai melalui proses 

mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang 

menghadiri persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut; 

 Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan 

Pemohon  dalam sidang tertutup untuk umum yang isi  dan maksudnya tetap 

dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan nama Termohon yang benar 

adalah Fatima; 

 Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat 

didengar dalam persidangan karena Termohon tidak hadir dan tidak pula 

menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah 

dipanggil secara resmi  dan patut; 

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah 

mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut: 

I. Bukti Surat 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK NOTP yang 

dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, tanggal 5 

November 2012, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos 

serta telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi 

kode (P.1); 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon 

Nomor NOAKTN tanggal 15 Juni 2015 yang dicatat dan dikeluarkan 

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Medan Amplas, Kota Medan, telah bermeterai cukup dan telah 

dinazegelen Pos serta telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, 

selanjutnya diberi kode (P.2); 

II. Bukti Saksi 

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, 

tempat kediaman di Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya pada 

pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

- Bahwa saksi adalah sebagai sepupu Pemohon; 

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama 

membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Seluma 

sampai akhirnya berpisah; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, 

sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon; 

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya 

rukun dan harmonis lebih kurang 2 tahun, namun setelah itu sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar; 

- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon sering 

bertengkar karena Termohon keras kepala dan susah diatur dan 

Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;  

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak  

lebih kurang 2 tahun yang lalu; 

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan 

Termohon, namun tidak berhasil; 

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, 

tempat kediaman di Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya pada 

pokoknya menerangkan sebagai berikut:  

- Bahwa saksi adalah sebagai teman Pemohon; 

Disclaimer
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- Bahwa saksi kenal dengan Termohon; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama 

membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Seluma 

sampai akhirnya berpisah; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, 

sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon; 

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya 

rukun dan harmonis lebih kurang 2 tahun, namun setelah itu sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon 

bertengkar, namun saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon 

bertengkar ketika Pemohon dan Termohon makan di warung saksi; 

- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon sering 

bertengkar saksi tidak tahu;  

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak  

lebih kurang 2 tahun  yang lalu; 

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan 

Termohon, namun tidak berhasil; 

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi 

dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan 

tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon putusan; 

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, oleh karena 

segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita 

acara sidang, maka Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada 

pokoknya sebagaimana tersebut di atas;  

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal  persidangan yang telah 

ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan 

sedangkan  Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah 

hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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yang sah  dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon  

harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal  149  ayat (1) dan 

Pasal 50 RBg, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa 

hadirnya Termohon (verstek);  

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah 

berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan 

penjelasan kepada Pemohon agar selalu bersabar  dan tetap mempertahankan 

keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, maka 

maksud  Pasal 65  jo. Pasal 82  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo 

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan  usaha damai 

melalui proses mediasi  sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan 

Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke 

persidangan tanpa alasan yang sah meskipun  ia telah dipanggil secara resmi 

dan patut;  

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah 

tangganya dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, 

namun sejak awal bulan April tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang disebabkan Termohon keras kepala dan susah diatur, 

Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon sering 

memukul Pemohon, hingga akhirnya pada sejak bulan Mei 2018 Pemohon dan 

Termohon berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon sudah 

tidak ada hubungan lagi; 

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban 

Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak 

pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah meskipun ia 

telah dipanggil secara sah dan patut, maka secara yuridis formil, dalil atau 

alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang 

benar dan atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan 

Pemohon meskipun demikian tidak serta merta permohonan Pemohon 
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dikabulkan mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian karena 

dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (de groten langen), maka 

perlu didukung dengan alat-alat bukti; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, 

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 dan P.2) yang dikeluarkan 

oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta 

cocok dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut 

merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil 

sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 

1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 

Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga 

Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan 

Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut memiliki nilai pembuktian 

yang penuh dan mengikat dan dapat dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 yang merupakan 

fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang menerangkan 

bahwa Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Seluma yang merupakan 

wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tais sesuai dengan ketentuan Pasal 73 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua 

kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan 

Agama; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 yang merupakan 

fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, setelah 

diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat 

bukti serta Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan 

fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim 

dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan 

terbukti  bahwa antara Pemohon dan Termohon  terikat dalam perkawinan yang 

sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya telah berkualitas hukum 

untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in 

judicio);  
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Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang mana 

saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang manjadi saksi 

serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah 

sumpahnya, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi 

syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 172 R.Bg.; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut 

yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah 

tidak baik lagi, yang berakibat antara  Pemohon dan Termohon telah berpisah 

tempat tinggal sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu, keluarga sudah berusaha 

merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kesaksian 

mana saling bersesuaian satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil 

permohonan Pemohon, maka kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi 

syarat materil alat bukti sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan 

dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta 

hukum sebagai berikut :  

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum 

pernah bercerai; 

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon  rukun 

dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, namun setelah itu sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar 

karena Termohon keras kepala dan susah diatur dan Termohon sering 

keluar rumah tanpa izin Pemohon; 

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan 

Termohon telah berpisah sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu; 

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan damai 

namun tidak berhasil; 

- Bahwa hingga pada tahap kesimpulannya, Pemohon tetap pada 

pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim 

berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 
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Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum 

Islam tidak akan terwujud bagi Pemohon dan Termohon oleh karena kondisi 

perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikategorikan dalam rumah 

tangga yang pecah (Broken Down Marriage);  

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang 

sedapat mungkin untuk dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal 

tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat 

terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana 

tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan  menimbulkan  kemudharatan bagi 

kedua belah pihak; 

Menimbang, bahwa talak adalah perbuatan halal yang dibenci Allah 

SWT, tetapi peluang untuk melakukannya tetap ada dengan pertimbangan 

kemaslahatan suami istri dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga 

dan Pemohon sebagai suami telah berketetapan hati untuk cerai maka tindakan 

suami tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam surat al-

Baqarah ayat 227 yang berbunyi : 

     

    

Artinya : bila mereka telah berketetapan hati untuk talak (perceraian), maka 

sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui; 

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon 

perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak 

berada di tangan Pemohon. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. 

dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas sebagai 

berikut : 

 إنَِّمَا الطَّلاقَُ لِمَنْ أخََذَ بِالسَّاقِ 

Artinya : “Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri 

(yaitu suami)”.; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah 

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
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Tentang Perkawinan Jo. Pasal  19 huruf  (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 

1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya 

permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk 

dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 

satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tais;   

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai 

dengan 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, 

terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, 

Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan 

ini berkekuatan hukum tetap;  

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan 

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul 

dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon; 

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku serta hukum Syar’I yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

datang menghadap ke persidangan  tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap 

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tais; 

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah); 

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Tais pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 

2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi’ul Awal 1442 Hijriah, oleh kami 

Ramadaniar, S.H.I., M.H. selaku Ketua Majelis, Umi Fathonah, S.H.I.., M.H. 

dan Sudiliharti, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana 

pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka 
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untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan 

dibantu oleh Joni, S.H.I., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh 

Pemohon tanpa hadirnya Termohon; 

 

Hakim Anggota 

Dt 

O  
 

 

                    Umi Fathonah, S.H.I.., M.H. 

Ketua Majelis 

 

  

D 

To 
     Ramadaniar, S.H.I., M.H. 

   Hakim AnggotaDto 

 
 

 

 

                    Sudiliharti, S.H.I.     

 

Panitera Pengganti 

              dtoDto 
  

 

                      

Joni, S.H.I., M.H.I. 

 

 

Perincian biaya: 

1. Biaya Pendaftaran..Rp.   30.000,00                                 

2. Biaya Proses      Rp.   75.000,00 

3. Panggilan .............   Rp. 180.000,00      

4. Biaya PNBP      Rp.    20.000,00                            

5. Redaksi ............... ..RP.   10.000,00                                 

6. Materai ................. .Rp.     6.000,00 

      Jumlah ..................Rp  321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah); 
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